Perencanaan dan Pengalokasian

TAP 9 Dana Otonomi Khusus

Pemprov/Pemda lokasi SKALA menyediakan layanan dasar inklusif terutama bagi masyarakat miskin dan rentan

Pemprov/Pemkab penerima dana OTSUS menyusun kebijakan dan dokumen perencanaan dan anggaran yang
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Pemprov/Pemkab penerima dana
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Sasaran perencanaan dan tentang keberlanjutan OTSUS, dan Kelompok rentan lainnya) dalam dokumen pengalokasian anggaran sesuai pengendalian terkait
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Pemerintah Pusat
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